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PRAKATA 

 
Rasa syukur yang tak terhingga kami ucapkan kepada Allah SWT. Karena 

berkat rahmat dan karunia-Nyalah buku yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM 
TINDAK PIDANA PEMILUKADA” telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan.  

Pemilihan umum kepala daerah merupakan tonggak penting dalam 

proses demokrasi sebuah negara. Namun, seperti halnya dalam segala aspek 

kehidupan, pemilihan umum juga rentan terhadap berbagai tantangan dan 

pelanggaran hukum yang dapat mengganggu integritas dan keadilan proses 

demokrasi. 

Dalam konteks ini, penegakan hukum memiliki peran yang krusial dalam 

memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan umum berlangsung dengan 

transparan, adil, dan bebas dari berbagai bentuk manipulasi atau tindakan 

pidana. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya menjamin proses 

pemilihan yang sah dan adil, tetapi juga merupakan fondasi utama bagi 

kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. 

Kami menyadari, buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, 

saran dan kritik membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa 

mendatang.    

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua 

pihak yang sudah membantu hingga buku ini dapat terbit. Semoga Allah SWT 

memberikan balasan yang berlipat ganda. Kami berharap karya ini dapat 

menjadi panduan yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, penegak hukum, 

maupun masyarakat umum yang peduli terhadap tegaknya demokrasi di 

tanah air. 
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1 

URGENSI PEMILUKADA 

 
A. PEMILUKADA SARANA AKTUALISASI DEMOKRASI 

Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana aktualisasi demokrasi yang diakui 

secara legal di dalam konstitusi, Oleh sebab itu pelaksanaan Pemilukada di 

Indonesia adalah keniscayaan. Negara yang menerapkan demokrasi sebagai 

prinsip penyelenggaraan pemerintahan, Pemilukada merupakan media bagi 

rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Secara ideal bertujuan agar 

terselenggara perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur dan damai 

sesuai dengan mekanisme yang dijamin oleh konstitusi1. Dalam Pasal 22 E 

ayat (1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 

1945) ditegaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan dengan 

prinsip “ langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun 
sekali”2. Dalam praktiknya pemilukada sendiri di atur di dalam Pasal 18 ayat 

(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan 

bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara 

demokratis”.3 

 

B. TOLOK UKUR KUALITAS DEMOKRASI 

Kualitas demokrasi suatu negara sering diukur dari penyelenggaraan 

pemilihan umum di negara tersebut. Oleh karenanya, 

pemilihan umum dan demokrasi memiliki hubungan yang amat erat antara 

satu dengan yang lainnya. Sementara itu di Indonesia dalam pelaksanaannya 

dikenal beberapa jabatan politik yang diisi dengan cara dipilih secara langsung 

oleh rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

 
1 Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Bumi Aksara Jakarta. 2006. hal. 67 
2 Muh.Risnain, “Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas”, Jurnal Etika Dan Pemilu 

Vol 5 No. 1 Tahun 2019 
3 Adam Bintang Danesa Wijaya, “Penyelesaian Sengketa Pemilukada Berdasarkan Pasal 

157 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Dalam Prespektif Pasal 24 c Ayat 1 Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945” Jurnal Unmuh Jember, Vol. xx No. xx. Maret 2023 



 

 

2 
LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL 

 
A. LANDASAN TEORI 

Teori yang digunakan untuk melandasi pembahasan dalam 

penelitian yang terkait dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan 

Kepala Daerah adalah Teori Sistem Hukum dan Teori Penegakan Hukum. 

1. Teori Sistem Hukum 

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil 

tidaknya penegakan Hukum tergantung tiga unsur sistem Hukum, yakni 

struktur Hukum (struktur of law), substansi Hukum (substance of the law) dan 

budaya Hukum (legal culture). Struktur Hukum menyangkut aparat penegak 

Hukum, substansi Hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan 

budaya Hukum merupakan Hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam 

suatu masyarakat.15 

Tentang struktur Hukum Friedman menjelaskan:  

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist 
of elements of this kind: the number and size of courts; thei 

jurisdiction …Strukture also means how the legislature is organized …what 

procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a 

kind of crosss section of the legal system…a kind of still photograph, with 

freezes the action.” 

 

Struktur dari sistem Hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan 

ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang 

mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan 

lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh 

kepolisian dan sebagainya. 

Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga Hukum yang ada 

dimaksudkan untuk menjalankan perangkat Hukum yang ada. Struktur adalah 

pola yang menunjukkan tentang bagaimana Hukum dijalankan menurut 

ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana 

 
15 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A 

Social Science Perspective), Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 33. 



 

 

3 
MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TINDAK 

PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 

 
A. TUGAS DAN WEWENANG BAWASLU 

Secara umum, tugas dan wewenang Bawaslu menurut Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 yaitu:43 

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 

1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 

penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; 

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 

pencalonan; 

3. proses dan penetapan calon; 

4. pelaksanaan Kampanye; 

5. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; 

6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

Pemilihan; 

7. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 

8. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; dan 

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan 

lanjutan, dan Pemilihan susulan; 

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan mengenai Pemilihan; 

c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan 

yang tidak mengandung unsur tindak pidana; 

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; 

e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya 

kepada instansi yang berwenang; 

f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk 

mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya 

dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 

 
43 Lihat pasal 30-31 undang-undang 10 tahun 2016 



 

 

4 
KENDALA-KENDALA DALAM PENEGAKAN 

HUKUM TINDAK PIDANA PEMILUKADA 

 
A. GAMBARAN UMUM PEMILIH DI KOTA BIMA DAN KABUPATEN 

BIMA 

Kota Bima dan Kabupaten Bima merupakan bagian dari provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Di Kota Bima terdiri dari Kecamatan dengan jumlah 5 serta 

Desa/Kelurahan dengan Jumlah seluruhnya adalah 38 Desa/Kelurahan 

sedangkan Kabupaten Bima terdiri dari Kecamatan dengan jumlah 18 serta 

Desa/Kelurahan dengan Jumlah seluruhnya adalah 191 Desa/Kelurahan. 

 

Tabel 1.2 Jumlah Kecamatan serta Desa/Kelurahan Kota dan Kabupaten 

Bima tahun 2018-2019 

No Kota/Kabupaten Jumlah Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan 

1 Kota Bima 5 38 

2 Kabupaten Bima 18 191 

Total 23 229 

 

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Tahun 2010 - 2020 jumlah 

penduduk Kota Bima Tahun 2018 mencapai 146.959 jiwa. Dengan rincian, 

laki-laki sebanyak 72.722 jiwa dan perempuan sebanyak 74.237 jiwa. 

Sedangkan Kabupaten Bima 488.577. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 

243.267 jiwa dan perempuan sebanyak 245.310 jiwa. 

 

Tabel 1.3 Data Proyeksi Penduduk Kota Bima dan Kabupaten Bima 

Tahun 2010-2020 

No Kota/Kabupaten 
Jumlah 

Penduduk 

Jumlah Penduduk Berdasarkan 

Jenis kelamin 

Laki-laki Perempuan 

1 Kota Bima 146.959 72.722 74.237 

2 Kabupaten Bima 488.577 24.3267 245.310 

Total 635.536 315.989 319.547 

Sumber Data: Badan Pusat Statistika Kota Bima Dan Kabupaten Bima 
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